
ABSTRAK 

 

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan 

yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh 

rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di 

lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan Seiring dengan 

perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang, terutama ruang 

untuk perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah yang 

dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Pertumbuhan dan 

pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat 

dari berbagai kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 

dapat menimbulkan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh 

rumah yang layak dan terjangkau. Isu tersebut harus menjadi perhatian bagi 

pemerintah daerah karena penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan 

permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  


